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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP BAGI 

HASIL SISTEM BAWON DI DESA KREMBANGAN KECAMATAN 

TAMAN KABUPATEN SIDOARJO  

 

Pada bab ini, penulis akan mengulas secara terperinci pelaksanaan bagi 

hasil sistem bawon sebagai pijakan dasar pengambilan kesimpulan dan untuk 

mempermudah dalam pengambilan keputusan hukum sesuai dengan objek 

yang dikaji dalam skripsi ini. 

Sebagaimana keterangan sebelumnya, yaitu transaksi  muza>ra’ah dan 

mukha>barah terhadap tradisi bagi hasil sistem bawon di Desa Krembangan 

Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, setelah penulis mengadakan 

penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan, penulis akan 

mengkolaborasikannya dengan hukum Islam dan hukum positif terhadap 

status hukum dari pelaksanaan muza>ra’ah dan mukha>barah beserta 

berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang bagi hasil pertanian 

terhadap tradisi bagi hasil sistem bawon.  

A. Tinjauan Dari Hukum Islam 

a. Hukum Al-Mukha>barah yang sah menurut Ulama Hanafiyyah 

Al-Mukha>barah yang sah menurut ulama Hanafiyyah memiliki 

sejumlah konsekuensi hukum seperti berikut: 

1) Setiap hal yang dibutuhkan dalam pengolahan dan penggarapan 

lahan, seperti biaya penaburan lahan, seperti biaya penaburan benih 
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dan tanggungjawab penjagaan, adalah beban pihak penggarap, karena 

akad Al-Mukha>barah secara otomatis mencakup ketentuan tersebut. 

2) Setiap hal yang menjadi kebutuhan tanaman seperti pupuk, 

membersihkan rerumputan liar, pemanenan dan penebahan adalah 

menjadi tanggungjawab kedua belah pihak sesuai dengan kadar 

bagian yang akan didapatkan oleh masing-masing dari hasil tanaman 

tersebut. 

Ulama Malikiyah mengatakan, setelah melakukan pengolahan dan 

pembajakan lahan serta penanaman, maka hal-hal yang dibutuhkan oleh 

tanaman berupa merawat, mengairi, membersihkan, memanen, 

mengangkut hasil panen ketempat penebahan, menebahnya dan 

membersihkannya hingga menjadi bji yang sudah bersih, semua itu juga 

menjadi tanggungjawab pihak penggarap, lalu kedua belah pihak 

melakukan pembagian dengan ditakar. 

3) Hasil tanaman yang didapatkan dibagi diantara kedua belah pihak 

sesuai dengan kadar yang telah ditentukan dan disepakati. Hal ini 

berdasarkan hadits, ‚Al-Muslimu>na ‘inda syuru>thihim,‛ (Kaum 

muslimin harus menepati syarat dan ketentuan yang telah mereka 

buat dan sepakati). 

Maka oleh karena itu, jika ternyata lahan tersebut tidak 

menghasilkan apa-apa (gagal tanam) maka kedua belah pihak tidak 

mendapatkan apa-apa dan tidak ada pihak yang terbebani memberi ganti 

rugi kepada pihak lain. Adapun pihak penggarap juga tidak 
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mendapatkan apa-apa, karena ia adalah orang yang dipekerjakan 

menggarap lahan dengan upah sebagian dari hasil tanaman lahan yang ia 

garap tersebut, sementara ternyata tanaman lahan tersebut tidak 

menghasilkan apa-apa. 

Hal ini berbeda dengan Al-Mukha>barah yang rusak dan tidak sah, 

karena didalam Al-Mukha>barah yang rusak dan tidak sah, pihak 

penggarap berhak mendapatkan upah mitsl (upah standar) jika tanaman 

lahan yang digarapnya tidak menghasilkan apa-apa. Titik perbedaannya 

adalah bahwa didalam akad Al-Mukha>barah yang sah, bagian yang 

menjadi hak pihak penggarap adalah apa yang disebutkan dan ditetapkan 

dalam akad, yaitu sebagian dari hasil tanaman lahan yang digarap. Jika 

ternyata tanaman lahan yang ia garap tidak menghasilkan apa-apa, maka 

ia berarti tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan didalam Al-

Mukha>barah yang rusak dan tidak sah, maka yang menjadi haknya 

adalah upah mitsl yang berada dalam tanggungan pihak pemilik lahan 

yang mempekerjakannya, bukan upah mitsl yang diambil dari hasil 

tanaman lahan yang digarap. Sehingga meskipun tanaman lahan tersebut 

tidak menghasilkan apa-apa, maka ia tetap tidak berpengaruh terhadap 

haknya tersebut yang berada didalam tanggungan pihak pemilik lahan 

yang mempekerjakannya. 

Kesimpulannya adalah, pihak pemilik lahan memiliki dua 

kewajiban yaitu pertama menyerahkan lahannya kepada pihak 

penggarap beserata semua hak-hak al-irtifaaq lahan tersebut. Sedangkan 
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yang kedua adalah memperbaiki fasilitas-fasilitas pertanian. Sedangkan 

pihak penggarap juga memiliki dua kewajiban yang lain, yaitu: pertama 

melakukan peanaman dengan baik, menanggung biaya-biaya penanaman 

dan pekerjaan-pekerjaan openanaman sesuai dengan kebiasaan yang 

berlaku, seperti membajak dan mencakul lahannya, mengairi dan lain 

sebagainya. Kedua menjaga lahan dan tanaman yang ada. 

b. Hukum Al-Mukha>barah Menurut Ulama Syafi’iyah 

Kita telah mengetahui bahwa al-muza>ra’ah (benih dari pihak pemilik 

lahan ) menurut ulama syafi’iyah adalah tidak boleh kecuali statusnya 

mengikuti akad al-musa>qa>h. sedangkan al-mukha>barah (benih dari pihak 

penggarap) adalah tidak boleh meskipun statusnya mengikuti al-

musa>qa>h. 

Maka oleh karena itu, jika seandainya terjadi al-muza>ra’ah atas suatu 

lahan secara tersendiri (tidak mengikuti al-musa>qa>h), maka hasil 

tanamannya adalah untuk pemilik lahan, karena hasil itu adalah 

perkembangan dan pertambahan yang terjadi pada sesuatu miliknya. 

Namun ia berkewajiban memberi pihak penggarap upah mitsl (upah 

standar) untuk pekerjaaan yang telah dilakukannya dan biaya mitsl 

untuk binatang dan peralatan yang ia pergunakan dalam penggarapan 

dan pengolahan lahan tersebut. 

Ada dua cara atau solusi yang bisa ditempuh supaya hasil tanaman 

yang ada adalah untuk kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang 

berkeharusan membayar kepada pihak lain yaitu: 
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1) Pihak pemilik lahan mempekerjakan pihak penggarap dengan upah 

berupa sebagian dari keseluruhan benih secara umum (ash-shuyu>, 

tanpa ditentukan sebagian benih yang mana, yang penting sebagian 

dari keseluran benih yang ada) seperti setengahnya atau 

seperempatnya misalnya, mempekerjakan untuk menanamkan 

setengah yang lainnya untuknya (pemilik lahan ) dan pada waktu 

yang sama pemilik lahan meminjaminya setengah dari keseluruhan 

lahan yang ada (ash-shuyu>, tanpa ditentukan setengah lahan yang 

mana). Intinya setengah benih untuk pemilik lahan dan setengah 

benih untuk pihak penggarap sebagai upahnya, sedangkan untuk 

lahannya, setengahnya untuk pemiik lahan dan setengahnya untuk 

pihak penggarap sebagai pinjaman. Namun disii harus dilakukan 

dalam bentuk ash-shuyu>, dalam artian tidak ditentukan setengah 

benih dan setengah lahan yang mana untuk pemilik lahan, setengah 

benih setengah lahan yang mana untuk pihak penggarap. Lalu pihak 

penggarappun melakukan pekerjaannya, kemudian hasilnya dibagi 

diantara mereka berdua sesuai dengan persentase benih milik 

masing-masing (dalam contoh kasus di atas adalah setengah). Ini 

adalah bentuk ija>rah (mempekerjakan dengan upah) dan I’a>rah 

(pinjaman). 

2) Pihak pemilik lahan mempekerjakan pihak penggarap dengan upah 

berupa setengah dari keseluruhan benih dan setengah dari 

keseluruhan kemanfaatan lahan yang ada, mempekerjakannya 
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untukmenanamkan setengah benih yang lain disetengah dari lahan 

yang ada. Dengan kata lain, intinya adalah setengah benih dan 

setengah lahan untuk pihak penggarap sebagai upahnya, sedangkan 

setengah benih dan setengah lahan yang lain untuk pemilik lahan. 

Sehingga dengan begitu, kedua belah pihak menjadi syari>k 

(partner) terhadap tanaman yang ada dengan bagian masing-masing 

adalah setengah. Dan masing-masing tidak menanggung suatu biaya 

untuk pihak yang lain, karena masing-masing telah mendapatkan bagian 

yaitu pihak penggarap berhak atas kemanfaatan lahan sesuai dengan 

kadar bagiannya dari tanaman yang ada juga. Ini adalah bentuk ija>rah 

(mempekerjakan dengan upah). 

Apabila benihnya adalah dari pihak penggarap, maka cara atau 

solusinya adalah pihak penggarap menyewa sebagian tertentu dari 

keseluruhan lahan yang ada seperti setengahnya misalnya, dengan biaya 

sewa berupa setengah dari keseluruhan benih dan dengan kemanfaatan 

pekerjaan penanaman yang dilakukannya disetengah lahan lahan yang 

lain. Atau pihak penggarap meyewa setengah dari lahan yang ada 

dengan biaya sewa berupa setengah dari benih yang ada, dan ia berderma 

untuk menanamkan setengah benih yang menjadi hak pihak pemilik 

lahan itu sebagai ongkos sewa lahan disetengah lahan yang lain yang 

tidak ia sewa. Sehingga berikutnya, masing-masing pihak mendapatkan 

bagian dari hasil yang ada sesuai dengan persentase benih dan 

kemanfaatan lahan milik masing-masing. 
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Dapat disimpulkan dari pembahasan hasil penelitian yang 

terdapat dibab III studi kasus yang terdapat pada bagi hasil sistem 

bawon bahwa pihak I sebagai Pemilik Tanah, pihak ke II sebagai 

Pengelola (pembiaya dan bibit), serta Pihak III sebagai buruh panen. 

Maka bagi hasil bawon antara pihak I dan Pihak II adalah ½ : ½ dan 

dalam tinjauan hukum islam bisa disebut sebagai akad mukha>barah, 

sedangkan antara pihak II dan Pihak III (buruh panen) adalah 5 : 1, dan 

dalam tinjauan hukum islam bisa disebut dengan akad ujrah karena 

hanya memanen padi saja tidak sebagai penggarap dari awal, jadi pihak 

ke II hanya memberikan upah sebagai buruh panen. 

Berdasarkan tata pelaksanaan bagi hasil bawon, apabila dilihat 

dari pendapat para ulama’ diatas maka praktek bagi hasil tersebut dalam 

bentuk akad mukha>barah dan ujrah. Dalam hal ini tidak ada ketentuan 

bahwa benih harus berasal dari pemilik tanah. Oleh karena itu, 

pelaksanaan bagi hasil sistem bawon di Desa Krembangan dapat 

digolongkan sebagai bentuk mukha>barah (jika benihnya berasal dari 

penggarap). Sedangkan antara pengelola dan buruh panen dapat 

digolongkan sebagai bentuk akad ujrah. 

Bagi hasil sistem bawon di Desa Krembangan Kecamatan Taman 

Kabupaten Sidoarjo ini adalah suatu kebiasaan atau suatu tradisi 

setempat sebagai adat istiadat di desa tersebut maka Tradisi yang 

berlaku di masyarakat seperti ini tidak bisa untuk dihilangkan dengan 

mengemukakan dalil ُُمُحَكَمَةُُِاَلعَادَة  ( kebiasaan bisa menjadi hukum). 
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Kebiasaan ini termasuk kategori ُُالخَاصَةُُُالعَمَلِيَةُ ُاَلعَادَة  (kebiasaan/hal yang 

dipergunakan untuk berinteraksi sesama manusia yang terjadi di daerah 

tertentu). 

Qaidah fiqih yang dikemukakan tersebut, sebetulnya bisa berlaku 

apabila tidak menyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh 

Syari’at Islam, karena jika keduanya bertentangan maka yang 

dimenangkan adalah Syara’: 

(ُالشَرْعُُِقَدَمُُُوَالشَرِعُُِالعُرفَُُتَ عَارَضُُُإِذَا)ُُ  

‚jika ‘urf/kebiasaan bertentangan dengan syara’, maka dimenangkan 

syara’‛
49

 

 

Dalam suatu ayat Allah menjelaskan bahwa manusia  

diperbolehkan mencari suatu keuntungan dari usaha yang mereka 

lakukan dengan tanpa melanggar dari perintah-Nya. Dijelaskan dalam 

surat An-Nisa’ ayat 29 : 

ُلاتَأَْكُلُُُيأَيَ ُّهَاالَّذِيْنَُ ُتَ رَاضٍُءَامَنُ وْاْ ُعَنْ ُتِجَارَةً ُتَكُوْنَ َُأَنْ ُإِلاَّ ُباِلْباَطِلِ ُبَ يْ نَكُمْ ُأَمْوَلَكُمْ وْاْ
 مِّنْكُمُْ

‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku suka sama suka diantara kamu.‛ 
 

Dari ayat tersebut, telah nampak bahwa Allah SWT 

memperbolehkan untuk bermu’amalah dan diperbolehkan mengikat 

                                                           
49

 Imam Jalaluddin, Al-Asybah Wa Annadzair, (Indonesia: Nur Asia, tt). 66 
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dengan suatu akad dalam bermuamalah, tanpa menjelakan suatu cara 

akad itu sendiri, yang berarti secara tersirat manusia diberikan 

kebebasan untuk mengaturnya asalkan berdasarkan suka sama suka dan 

adanya suatu kesepakatan tanpa adanya unsur merugikan satu sama 

lain. 

Dalam suatu pendapat salah satu tokoh agama didesa tersebut 

meskipun ada beberapa hadist yang melarang tetapi pendapat tokoh 

tersebut muza>ra’ah dan mukha>barah adalah sah sebab dalam kitab 

Matan Masykul Al-Bukhori juz II hal. 47 disebutkan bahwa penjelasan 

tentang adanya larangan Nabi Saw tentang akad muza>ra’ah sudah 

dijawab oleh Imam Thawus yang berbunyi : 

ُالنَّبُِ ُاَنَّ ُيَ زْعُمُوْنَ ُفاَِن َّهُمْ ُالْمُخَابَ رَةَ ُلَوْتَ ركَْتُ ُلِطاَوُسْ. ُقُ لْتُ ُعُمَرَ ُصلىُاللهُعليوُقاَلَ يَّ
ُالنَّبِيَُصلىُاللهُعليوُ وسلمُنَ هَىُعَنْوُُفَ قَالَُطاَوسْ:ُاَجْرَنِىُابْنُُعَبَّاسُرضىُاللهُعنوُانَّ

 .ُ)الحديث(وسلمُلَمُْيَ نْ هَيُعَنْوُُ

  

‚Saya bertanya kepada Thawus, mengapa kamu tidak meninggalkan 

mukha>barah, sementara masyarakat sama mengakui bahwa akad 

tersebut dilarang Nabi Muhammad SAW. Thowus berkata (Amar) Ibnu 

Abbas berkata Nabi tidak melarang akad tersebut.‛
50

 

 

Hukum mukha>barah sama dengan muza>ra’ah, yaitu mubah 

(boleh). Landasan hukum mukha>barah adalah sabda Nabi SAW.: 

ُالرَّحْمَُ ُعَبْدِ ُأبَاَ ُياَ ُلَوُ ُفَ قُلْتُ ُعَمْر و ُقاَلَ ُيُخَابِرُ, كَُانَ ُأنََّوُ ُطاَوسٍ ُىَذِهُِعَنْ ُلَوْتَ ركَْتَ نِ
ُصلىُاللهُعليوُوسلمُنَ هَىُعَنُِالْمُخَابَ رَةُِفَ قَالَُأَىُْ ُالنَّبِىَّ ُفإَِن َّهُمُْيَ زْعُمُوْنَُأَنَّ الْمُخَابَ رَةَ
ُصلىُاللهُعليوُوسلمُُلَمُْيَ نْوَُ ُالنَّبِيَّ عَمْر و:ُأَخْبِرْنِىُأَعْلَمُهُمُْبِذَالِكَُيَ عْنِىُابْنَُعَبَّاسٍُأَنَّ

                                                           
50

 Al-Bukhari, Matan Masykul Al-Bukhori, juz II, 47. 
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ُ)رواهُعَُ ُمَعْلُوْمًا ُخَرْجًا ُعَلَيْ هَا ُيأَْخُذَ ُأَنْ ُمِنْ ُلَوُ ُخَيْ ر  ُأَخَاهُ ُأَحَدكُُمْ ُيَمْنَحُ ُقاَلَ ُإِنَّمَا نْ هَا
ُمسلم(

Artinya: ‚Dari Thawus r.a. bahwa ia suka bermukha>barah. Amru berkata: 

‚lalu aku katakana kepadanya: ya Abu Abdurrahman, kalau engkau 

tinggalkan mukha>barah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi Saw.  

telah melarang mukha>barah. Lantas Thawus berkata: Hai Amr, telah 

menceritakan kepadaku orang yang sungguh-sungguh mengetahui akan 

hal itu, yaitu Ibnu Abbas bahwa Nabi Saw.  Tidak melarang mukha>barah 

itu, hanya beliau berkata: Seseorang memberi manfaat kepada saudaranya 

lebih baik dari pada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan 

upah tertentu.‛ (HR. Muslim).
51

 

 

Sementara dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan 

Ibnu Majah menyebutkan bahwa pelaksanaan bagi hasil pertanian telah 

terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw., seperti dalam hadistnya: 

ُرَسُوْلَُالِلهُصلىُاللهُعليوُوسلمُعَُ أَوُْثمََرٍُامَلَُأَىْلُِخَيْبَ رَُبِشَطْرُِمَاُيَخْرُجُُمِنْ هَاُمِنُْأَنَّ
 .ُ)رواهُالبخارىُومسلمُوأبوُداودُوالنسآئ(.زُرعٍُْ

Artinya: ‚Bahwasannya Rasulullah Saw memperkerjakan penduduk 

Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang 

dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan.‛ (HR. Bukhari, 

Muslim, Abu Dawud, Nasa’I, Ibnu Majah, at-Tarmizi, dan Imam ahmas 

ibn Hanbal dari Abdullah ibn Umar)
52

 

 

Para sahabat yang tercatat melakukan muzara’ah antara lain Ali 

bin Abi Tholib, Sa’ad bin Malik, Abdullah bin Mas’ud dan yang 

lainnya. 

Sedangakan akad kedua yang terjadi antara pihak ke II dan Pihak ke 

III yakni akad ujrah bukan sebagai bagi hasil tapi sebagai upah/bgai atas 

                                                           
51

 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), 280-281. 
52

 Muhammad bin ismail al-bukhari, shahih al-bukhari, juz 6, aplikasi gawami” al-kalim No. 2171 

(Beirut: dar ibnu katsir, tt), 668. 
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kerja kerasnya sebagai buruh tani. Hukum ujrah dalam tinjauan hokum 

islam sebagai berikut : 

Didalam surat al-Baqarah ayat 233 disebutkan tentang izin terhadap 

seorang suami memberikan imbalan materi terhadap perempuan yang 

menyusui anaknya. Lengkapnya ayat tersebut berbunyi: 

ذَاُعَلَيْكُمُُْجُنَاحَُُفَلَُُأَوْلَادكَُمُُْتَسْتَ رْضِعُوْاُأَنُُْأَرَدْتُمُُْوَإِنُْ  ..باِلمَعْرُوْفُُِآَتَ يْتُمُُْمَاُسَلَّمْتُمُُْإِ
 

Artinya : ‚Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka 

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut 

yang patut…. (QS. Al-Baqarah : 233)
53

 

 

 

Dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi Saw bersabda: 

 عَرَقُوُُُيِجِفَُُاَنُُْقَ بْلَُُأُعْطُوااْلَأجِيْ رَأَجْرَهُُُاللهَُُرَسُوْلُُُقاَلَُُعُمَرَُُاللهُعَبْدُُُعَن

 

‚Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering‛.54
 

Dari kesimpulan analisis diatas maka pihak I sebagai pemilik 

tanah, pihak ke II sebagai pengelola (penggarap, pembiaya dan bibit), 

mendapatkan bagi hasil ½ : ½ dalam hukum islam memakai akad 

mukha>barah diperbolehkan karena akad dan syaratnya telah terpenuhi 

dan dengan tujuan saling tolong menolong serta disepakati bersama. 

sedangkan antara pihak ke II dan pihak ke III sebagai buruh panen, 

dengan perbandingan bagi hasil 5 : 1 dan ditinjau dari hukum islam 

termasuk akad ujrah karena pihak ke II memberikan gaji/upah sebagai 
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Depertemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya (Surabaya:CV. Karya Utama, 2002), 47. 
54

 Abi bakar  Ahmad bin husain bin Al-Baihaqi, Sunna Qubra, Juz VI, (Bairut: Darul kitab, Tt), 

198. 
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buruh panen bukan sebagai bagi hasil kerjasama. Dan dalam hukum 

islam yang terdapat pada ayat Al-Qur’an dan hadist ujrah itu 

diperbolehkan. 

B. Tinjauan Hukum Positif berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 

Perjanjian bagi hasil diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 

1960 tentang perjanjian bagi hasil. Undang-undang ini dikeluarkan dengan 

maksud agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap 

dilakukan atas dasar yang adil dan terjamin kedudukan hukum yang layak 

bagi penggarap.
55

  

Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi 

hasil mendefinisikan perjanjian bagi hasil, disebutkan bahwa: 

‚Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang 

diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum 

pada pihak lain – yang dalam undang-undang ini disebut ‚penggarap‛, 

berdasarkan perjanjian maka penggarap diperkenankan oleh pemilik 

tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, 

dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.‛
56

 

Secara konsep bagi hasil, pengertian perjanjian bagi hasil dalam 

undang-undang nomor 2 tahun 1960 memiliki maksud bahwa perjanjian 

bagi hasil dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu pemilik tanah dan penggarap, 

hasilnya yang diperoleh nantinya dibagi antara keduanya. Konsep bagi 

                                                           
55

 Wayan Suandra, Hukum Pertanahan Indonesia, 49. 
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 Arieff S. (Ed), UUPA dan Hukum Agraria dan Hukum Tanah dan beberapa Masalah Hukum 

Agraria, Hukum Tanah. 182-183. 
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hasil dalam Undang-Undang ini sesuai dengan konsep muza>ra’ah dalam 

islam tetapi dalam undang-undang tidak ditegaskan tentang modal awal 

untuk bibit berasal dari pemilik tanah atau penggarap, namun demikian 

dalam perhitungan hasil tanah nantinya terlihat bahwa hasil tanah adalah 

hasil bersih, yaitu hasil kotor setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, 

ternak, dan biaya ,untuk menanam (tandur) dan panen. 

Secara pengertian, bagi hasil dalam undang-undang ini telah 

memenuhi syariat islam karena prinsip perjanjian bagi hasil dalam undang-

undang dengan muza>ra’ah dalam islam memiliki konsep yang sama yaitu 

kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap dlam mengelola tanah 

pertanian dan hasilnya dibagi antara keduanya. Juga dengan menegaskan 

bahwa adanya perjanjian bagi hasil dapat menimbulkan rasa saling tolong 

menolong antara sesame muslim. Disatu sisi terdapat orang yang memiliki 

tanah tetapi tidak sanggup untuk mengelola tanah itu dan disisi lain 

terdapat petani yang sanggup untuk berladang dan bertani untuk 

mencukupi keperluan hidupnya. 

Berkaitan dengan tolong menolong antara sesame dalam surat Al- 

Maidah ayat 2: 

ُوَالت َّقْوَى ُوَتَ عَاوَنُ وْاُعَلَىُالْبِرِّ
‚Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa‛ 

 

Undang-undang ini mengatur tentang bentuk perjanjian dari adanya 

perjanjian bagi hasil ini. Dalam pasal 3 ayat 1 tertulis bahwa, ‚semua 
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perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri 

secara tertulis dihadapan kepala desa atau daerah yang setingkat dengan 

itu, tempat letaknya tanah yang bersangkutan – selanjutnya dalam undang-

undang ini disebut ‚kepala desa‛ – dengan dipersaksikan oleh dua orang, 

masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap,‛
57

 

Dari pasal 3 tersebut bertujuan agar terhindar dari keraguan yang 

nantinya dapat menimbulkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban 

kedua belah pihak, jangka waktu perjanjian dan lain-lain. 

Dalam islam menurut Imam Hanafi, rukun muza>ra’ah ialah akad, 

yaitu ijab qabul antara pemilik dan pekerja. Secara rinci, jumlah rukun-

rukun muza>ra’ah menurut Hanafiyah ada empat yaitu:
58

 

1. Tanah 

2. Perbuatan pekerja 

3. Modal  

4. Dan alat-alat untuk menanam 

Dalam hal akad yang meliputi ijab dan qabul antara pemilik tanah 

dan penggarap, tidak diharuskan untuk menghadirkan saksi dan harus 

berada dihadapan kepala daerah setempat. Dalam undang-undang dijelaskan 

dan harus dilaksanakan secara formal antara pemilik tanah dan calon 

penggarap membuat kesepakatan secara tertulis dengan menghadirkan saksi 

dari masing-masing pihak (pemilik tanah dan penggarap) dan harus berada 

dihadapan Kepala Desa atau Daerah yang setingkat dengan tempat tersebut. 
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Hal ini menunjukkan bahwa syarat ini harus dilakukan untuk menjamin 

kedudukan hukum dan terjamin keadilan dalam masa perjanjian bagi hasil 

itu dilaksanakan dan pembagian hasilnya oleh kedua belah pihak, khususnya 

penggarap. 

Tujuan dan syarat dalam undang-undang mengenai perjanjian bagi 

hasil yang maksudnya untuk melindungi pihak yang ekonominya lemah dan 

agar pembagiannya dilakukan atas dasar yang adil, telah memenuhi aturan-

aturan islam karena sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam 

konsep muza>ra’ah yang mengatur syarat-syarat dengan tujuan kedua belah 

pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan sama-sama mendapatkan 

keuntungan (hasil) yang adil. 

Terkait dengan terjminnya kedudukan hukum para pihak yang diatur 

dalam undang-undang, terdapat nilai kemaslakhatan yang sangat penting 

dalam islam karena sesuai dengan kaidah yang berbunyi: 

مُُعَلَىُ دَرْءُُالْمَفَاسِدُِ ُجَلْبُُالْمَصَالِحُِمُقَدَّ
‚Menghindari kerusakan mendatangkan kemaslakhatan‛ 

Dengan adanya aturan tersebut dapat membawa manusia menuju 

kemaslakhatan yang sifat bersama (antara pemilik tanah dan penggarap) 

juga nilai-nilai islam didalamnya telah ditegakkan dengan adanya rasa 

saling tolong menolong dan lahirnya hubungan silaturrahmi antara pemilik 

tanah penggarap, saksi dan kepala daerah setempat. 
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Dalam undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi 

hasil, dalam memori penjelasan undang-undang ini memberikan pedoman 

perimbangan antara pemilik dan penggarap 1 : 1 (satu banding satu), yaitu 

untuk padi yang ditanam disawah.  

Selain itu dalam rangka terdapatnya perimbangan yang sebaik-

baiknya antara kepentingan masing-masing pihak memiliki tanah dan 

penggarap telah dikeluarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Pertanian Nomor 211/1980 dan Nomor 714/Kpts/Um/9/1980 yang 

menjelaskan perimbangan hak antara pemilik tanah dan penggarap, yang 

mana dalam keputusan tersebut mengemukakan besarnya imbangan bagian 

hasil yang menjadi hak penggarap dan pemilik tanah.  

Undang-undang ini melarang pemberian sesuatu yang bertujuan 

untuk memiliki hak mengelola tanah pertanian. Dalam muza>ra’ah, 

kerjasama ini bisa dilakukan bila terjadi kesepakatan antara pemilik dan 

penggarap dalam mengelola tanah pertanian dan penggarap hanya memiliki 

kewajiban untuk mengelola tanah. Jadi tidak ada aturan yang mewajibkan 

harus ada pemberian dimuka kepada pemilik tanah oleh calon penggarap, 

karena akad yang terjadi akan berubah menjadi sewa menyewa dan tidak 

lagi unsur bagi hasil. 

Adanya unsur ijon dalam bagi hasil ini dilarang dalam undang-

undang. Dalam muza>ra’ah sendiri, pembayaran atau pembagian hasilnya 

dilakukan sesudah masa panen dan telah diketahui jumlah hasil panen yang 
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akan dibagi antara pemilik dan penggarap karena hasil panen adalah milik 

bersama (pemilik tanah dan penggarap), sehingga tidak dibenarkan adanya 

pembayaran sebelum masa panen karena sudah tidak ada lagi unsur 

perjanjian bagi hasil yang dilakukan diwaktu akad 

 


